Menimbang

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR {3 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali,
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5679); %

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan

Indonesia

Tambahan

Indonesia



Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 632);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0075);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 004);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2019, 'y,



Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019, yang terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.258.958.953.288,30

b. Dana Perimbangan Rp. 4.067.952.844.498 00

¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 27.180.607.893,00
Jumlah Pendapatan Rp. 9.354.092.405.679,30

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 1.431.820.149.816,54
2) Belanja Bunga Rp. .
3) Belanja Subsidji Rp. "
4) Belanja Hibah Rp. 1.291.513.467.414,00
S) Belanja Bantuan Sosial Rp. 29.353.167.000,00

6) Belanja Bagi Hasil Rp 515.982.681.892,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 2.702.406.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.490.608.760.,00

Jumlah (a) Rp. 3.272.862.480.882,54

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 206.611.451 .303,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 999.366.462.956,76
3) Belanja Modal Rp. 798.224.255.845.00
Jumlah (b) Rp. 2.004.202.170.104,76

Jumlah Belanja (a+b) Rp. 5.277.064.650.987.30
Surplus / (defisit) Rp 77.027.754.692,00

3. Pembiayaan

216.350.973.249,55
10.748.964.000,00
205.602.009.249.55

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

5[ 7

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 282.629.763.941,55 /g,




Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal |4 AGUSTUS 2020

é GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

(q/ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH

ALPROVINSI NUBA TENGGARA TIMURA

f— BEN US POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR



